Pelatihan dan
Pendampingan

Tim Penilai BLUD di
Pemerintah Daerah
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Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
merupakan sistem yang diterapkan kepada
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT/D) dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan memiliki beberapa fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya. BLUD memiliki
fleksibilitas yang dapat digunakan oleh
UPT/D dalam menunjang kinerjanya. UPT/D
untuk dapat mengajukan penerapan Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) perlu memenuhi persyaratan
substantif, teknis, dan administratif. Salah
satu persyaratan yang paling penting untuk
diperhatikan adalah persyaratan
administratif karena terdapat beberapa
dokumen yang perlu dipersiapkan. Dokumen
administratif terdiri dari Surat Pernyataan
Kesiapan Meningkatkan Kinerja, Surat
Pernyataan Bersedia Diaudit, Standar
Pelayanan Minimal, Pola Tata Kelola, Rencana
Strategi Bisnis, dan Laporan Keuangan Pokok.
Seluruh dokumen persyaratan administratif
harus lolos tahap penilaian setelah
pengajuan status BLUD.

Menurut Permendagri 79 tahun 2018, Kepala
Daerah akan melakukan penilaian terhadap
permohonan pengajuan status BLUD oleh
UPT/D dengan membentuk sebuah tim
penilai yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah. Tim penilai BLUD juga dapat
melibatkan tenaga-tenaga ahli  yang
berkompeten pada bidangnya
masing-masing. Tim penilai memiliki tugas
untuk menilai permohonan penerapan BLUD
berupa dokumen-dokumen administratif
paling lama 3 (tiga) bulan. Tim penilai
dalam melaksanakan tugasnya dapat
berkoordinasi dengan  PPKD  melalui
Sekretaris Daerah.

Tujuan inti dibentuknya tim penilai BLUD
adalah untuk mengoptimalisasi
pelaksanaan BLUD di suatu Perangkat
Daerah agar beroperasi sesuai dengan
kaidah secara substantif, teknis, dan
administratif serta untuk menyatakan BLUD
terkait telah benar-benar layak untuk
menjalankan fungsinya.




Pemda dalam membentuk Tim
Penilai BLUD memiiliki berbagai

permasalahan dan kendala
antara lain:

1. Penentuan siapa yang 4. Serah terima hasil
dapat menjadi Tim Penilai penilaian BLUD
pengajuan penerapan
BLUD 5. Tindak lanjut setelah
melakukan penilaian
2. Alur dalam melakukan terhadap UPT/D yang ingin
penilaian BLUD menerapkan BLUD

3. Landasan hukum dalam
penilaian BLUD



Solusi
Permasalahan BLUD

Berdasarkan
permasalahan tersebut,
Pemda memerlukan
pendampingan dan
pelatihan dalam
penyusunan tim penilai

2 untuk menilai UPT/D
3 yang akan menerapkan
¢ 7 BLUD.
,"f Untuk mendukung hal tersebut
e kami memiliki layanan berupa:
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Pelatihan Tim Pendampingan
Penilai BLUD di Tim Penilai BLUD
Pemerintah di Pemerintah

Daerah Daerah
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‘Pélatinan Tim Perilai BLUD di ,,Pemerlntoh Daerakh ini adalah’™

pelatihan yang memberikan penjelasan tentang bagaimana

menyusun tim penllal melakukan penilaian terhadap UPT/D
yang ingin menerapkan BLUD

sesudi Penilaian BLUD mengacu pada pada SE Mendagri No 900 tahun 2007 tentang
Pedoman Penilaian BLUD, dan mampu memahami alur penilaian BLUD hingga pemberian
hasil penilaian BLUD dengan tepat sesuai jangka waktu penilaian.

o Pelatihan ini dilakukan oleh tenaga o Pelatihan dilakukan selama 3 (tiga)

ahli yang berkompeten dalam hari dengan jadwal dan materi
mendampingi pengajuan pola yang telah disusun oleh Tim
pengelolaan keuangan BLUD. Syncore BLUD.

PIC/Mentor

Dasar hukum, Ketentuan penilaian,
dan Tujuan Penerapan BLUD
Hari ke-1 Tenaga Ahli
Mekanisme Penilaian Syarat
e Administratif BLUD sesuai Peraturan
Rincian jadwal Perundang-undangan.

pelatihan sebagai =
berikut: Proses Penilaian Dokumen Tata
’ Kelola

Proses Penilaian Dokumen Rencana Tim
) Hari ke-2
Strategis Konsultan

Proses Penllcuon Dokumen Standar
Peloycncm Minimal

Proses Penilaian Dokumen Laporan
Keuangan

Proses Penyusunon Dokumen Hasil Konsultan
Pemlmon BLUD dan Tenaga
ARli

Hari ke-3 | Tim

Langkdh Setelah Melakukan
Pemlouon



Pendampingan Tim Penilai
BLU di Pemerintah Daerah

Pendampingan Tim Penilai merupakan pendampingan dalam
melakukan penilaian kepada UPT/D yang akan menerapkan
BLUD di lingkungan pemerintah daeranh.

o Pendampingan ini diawali dengan o Dilanjutkan dengan pendampingan
Pelatihan Tim Penilai yang selama tiga (3) bulan terhitung sejak
dilaksanakan dilingkungan pelatihan tim penilai dilaksanakan.

pemerintah daerah secara tatap muka.
Pendampingan Tim Penilai BLU ‘ 3
di Pemerintah Daerah (3bulan)

Peserta mampu

memahami materi, Sebagai tindak lanjut dari
dasar hukum, dan pelatihan selanjutnya
konsep dalam memberikan pendampingan
melakukan penilaian terhadap Tim Penilai BLUD
terhadap UPT/D yang dalam melakukan penilaian
akan menerapkan untuk UPT/D yang akan

BLUD menerapkan BLUD.

Output Dari Dokumen Hasil
pendqmpingqn: Penilaian BLUD




Layanan Pelatihan dan Pendampingan

Syncore BLUD Lainnya

Untuk menunjang terlaksananya implementasi penerapan BLUD sesuai
dengan peraturan berlaku, Syncore BLUD memberikan layanan berupa:

Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah

Pelatihan/Pendampingan
Pembentukan dan
Penguatan SPI BLUD

Pelatihan/Pendampingan
Perhitungan Unit Cost
sebagai Dasar Penyusunan
Pola Tarif BLUD
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Pelatihan/Pendampingan

/ Penyusunan laporan
keuangan bagi tenaga
akuntansi

Pelatihan/Pendampingan

Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)

[

Pelatihan/Pendampingan
Penyusunan Peraturan
Kepala Daerah
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Pelatihan Persiapan
Penerapan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
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Pendampingan Persiapan
Penerapan BLUD

Penyusunan Dokumen
Administratif Persiapan
BLUD
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Syncore Indonesia adalah

konsultan dengan Teknologi
Akuntansi yang memberikan
layanan di bidang keuangan.
Layanan Syncore Indonesia
antara lain pelatihan,
konsultasi, dan sistem (cloud
software).

*Data diambil per Maret 2022
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Syncore Indonesia berdiri sejak 9 Juli
2010 yang memberikan jasa konsultan
manajemen bisnis dan keuangan.
Seiring dengan perkembangan zaman,
Syncore Indonesia kini memberikan
layanan di bidang Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum atau
Badan Layanan Umum  Daerah
(BLU/BLUD). Didukung dengan tenaga
professional yang berpengalaman di
bidang keuangan, kami telah
mendampingi lebih dari 1.100 instansi,
baik Badan Layanan Umum maupun
Badan Layanan Umum Daerah yang
tersebar di seluruh Indonesia.



Narasumber

Niza Wibyana Tito M.Kom., M.M,CAAT

Bertindak selaku konsultan teknologi informasi,
tenaga ahli serta narasumber BLUD yang
berpengalaman dalam melakukan lebih dari1000
pelatihan dan pendampingan. Beliau juga terlibat
dalam pengembangan aplikasi keuangan daerah
dan pengelolaan keuangan BLUD.

Partner Narasumber Dan Praktisi

Dr Rudy Suryanto, SE,
M.Acc.,Ak., CA

Dosen Akuntansi
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta, mantan
auditor senior,
berpengalaman lebih 300
(tiga ratus) pelatihan dan
pendampingan.

Andri Yandono, SE,
MM

Dewan pengawas RSUD
Kota Yogyakarta dan
RSUD Panembahan
Senopati Bantul , Kepala
Keuangan RSUD
Panembahan Senopati
Bantul, tim penilai BLUD
Kabupaten Bantul.

Soni Haksomo, SE,
M.Si

Kasubag keuangan
RSUD Kota Yogyakarta

 Tim pendamping BLUD
Syncore
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RS Umum Daerah
dr. Ben Mboi Ruteng

RS Umum Daerah
KabupatenSekadau

RS Urum Daerah
Haji Abdoel Madjid Batoe
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Waikabubak RS Umum Daerah

RS Umum Daerah
Ungaran
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Kab. Sampang

RS Umum DaerahPrembun

RS Umum Daerah
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Dr. Abdul Rivai

RS Umum Daerah
Kuala Kurun
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Hori Ini Boik, Besok Lebih Boir
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RS Umum Daerah
dr. A. Diponegoro Putissibau

RS Umum
Mokopido Toli-Toli
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